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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA TERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PXRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: reP. 322r /M.YPN/1O/2O05
TENTANG

PERI'BAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI MGARA PERENCANAAN PEMBANGT]NAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PXRENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL

NOMOR KEP. OO5,/M.PPN/01/2OO5 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT

PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PqJABAT PENGTIIAN

DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEMRBTT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,

BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69

KEMENTERIAN NEGARA PERINCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL

TAHIJNANGGARAN 2OO5

bahwa sehubung an dengan prgantran Pejabat Eselon II di lingkungan

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembanganan Nasional serta dalam rangka menjamin

kelancaran pengelolaan dan penatatsahaan program pada satuan ketja di

Kementerian NeSara Perencanaar. Pembangtnan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk

merubah Pejabat Pengttjian dan Peintah Pembayaran (Penerbit SPM);

MenginSat 1,. lJndang-wdan8 Nomor 17 Tahw 2OO3 tentang Keuangan Negara;

2. lJndang-tndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

NeSara;

3. tJndang-tndanS Nomor 36 Tahun 2OO4 tenlanr Anggaran Pendapatan

dan Belanja NegaraTahun 20O5;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara xbagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir denSan Keputusan Presiden Nomor

72Tahun2OO4

5. Keputusan ...

Y

MENTERI NEGARA YERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang



c

Menetapkan

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahtn 2OO4;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2O05 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia;

7. KeputuMn Presiden Nomor 103 Tahsn 2OOl tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
kmbaga Pemerintah Non-Depanemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

200s;

8. Keputusan Presiden Nomor 187lM tanggal 20 Oktober Tahun 2004
y^ng menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan

Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;

9. Keputusan Presiden Nomor 137lM Tahun 2OO5 yang menetapkan
pemberhentian dan Wngangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan
Pembangunan Nasional.

1O. Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor

304/M.PPN/09/2O05 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pejabat Eselon II Kementerian Negara PPN/Bappenas;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAT

TINTANG PERUBA}IAN KEDUA KEruTUSAN MENTTRI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.

OO5,/M.PPN/01/2OO5 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT

PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PEJABAT PENGI{I,AN DAN PERJNTAH PI,MBAYARAN (PENERBIT SPM),

PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN

ANGGARAN PADA BAGI,AN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ BADAN PERNNCANAAN

PE,MBANGTJNAN NASIONAL TAHT]N ANGGARAN 2OO5.

: Memberhentikan Sdr. Drs. Supadi, MSM dari jabatannya xbagai Pejabat

Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM);

PERTAA4A

KEDUA
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KEDI IA : MenSan8kat Sdr. Ir. Obrian Saraglh sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah

Pembay aran (Penerbit SPM) ;

: Spesinren t^nda lan1an dan paraf Sdr. Ir. Obrian Sarugih sebagaimana

tercantum dalam I.ampiran Keputusan ini merupakan tanda pengesahan

dengan ketentuan bahwa tanda tangan sr.rta paraf tidak sah apablla ttdak
sesuai dengan yanS tercantum dalant l,ampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentu an apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perub ah an dan p e rb aikan seb agaimana me sti nya.

Ditetapkan di laka,rta
padatanggal I Oktober 2005

KEEMPAT

J nnrnn ro NEGARA *ERENcANAAN 
'EMBANGUNAN 

NAST.NAL/

{ reyN-otBADAN rERENCANAAN rEMBANGuNAN NAsroNAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Kgputusan ini disampaikan kepada Yth:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Direktur Jender al Anggarun dan Perimbangan Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III
Inspektur Utama
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana
Kepala Biro Kepegawaian darn Hukum
Yang bersangkutan
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KETIGA



PEJABAT PENGT'IAN DAN PERINTAH TEMBAYARAN

(PENERBIT SPM)

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUNANGGARAN 2OO5

LAMPIRAN I

KEruTUSAN MENTERI NEGARA PPN,/

KEPALA BAMNAS
NOMOR ; reP. 3228/M.YPN/10/2005
TANGGAL : 1 OKIOBER2OOS

Pejabat Pengujtan dan Perintah

Pembayaran (Penerbit SPM)

Tahun Anggaran 2OO5

MENITRI NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGI-'NAN NASIONAL/

IGPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

1. Ir. Obrian Saragih

NIP:110 025939
Pangkat lY /b

L
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/

KEPAI.A. BAPPENAS

NOMOR : KEP. 3228 /M.PPi{/1O/2005
TANGGAL : I OKIOBERZOOS

SPESIMXN TANDA TANGAN DAN PARAf

PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN

(PENERBIT SPM)

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2OO5

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL,/

KEPAU. BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Nama TandaTangan Paral

1 Ir. Obrian Saragih

NIP:11O O25939
Gol. IVlb

,l

No

p

*(

a@twWv


